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ABSTRAK 
 

Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi 

dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Dearah Kota 

Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan 

Umum yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu dengan mengkaji bahan-bahan 

studi kepustakaan. Dan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil melalui dari 

wawancara  dengan  narasumber  dan  responden,  oleh  karena  itu  data  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang 

mencakup hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer dan 

sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa upaya 

Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha 

Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan 

Hiburan Umum terkait instansi yang menjalankannya yakni Dinas Kepemudaan, 

Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Satuan Polisi Pamong Praja bekerja dengan baik dan telah melakukan kinerjanya 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang 

Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ini terlihat dari hasil wawancara 

terhadap 3 (tiga) narasumber masing-masing dari perwakilan dinas yang terkait 

dengan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota 

Pontianak dan 15 (lima belas) responden yang terdiri dari pengelola atau pemilik 

tempat  usaha  rekreasi  dan  hiburan  umum,  untuk  pengambilan  lima  belas 

responden  ini  dilakukan  secara  acak  yakni  menggunakan  metode  random 

sampling. 

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Perizinan, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
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A. PENDAHULUAN 
 

 

1. LATAR BELAKANG 
 

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki salah satu tujuan yang 

terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

yakni memajukan kesejahteraan umum bagi warga masyarakat Indonesia. 

Dalam   melaksanakan   memajukan   kesejahteraan   umum   di   Negara 

Indonesia diperlukan adanya suatu tindakan usaha keras dari pemerintah 

pusat  ataupun pemerintah  daerah  agar tujuan  tersebut  dapat  terlaksana 

dengan semestinya, peran pemerintah daerah sangat penting untuk 

menciptakan  pelayanan  publik  yang baik  terutama di  sektor perizinan. 

Seiring dengan berjalannya waktu ke waktu terdapat banyak jumlah usaha 

rekreasi dan hiburan umum yang berdiri di Kota Pontianak menjadi 

rawannya  permasalahan  pelayanan  publik  di  sektor  perizinan,  jumlah 

usaha rekreasi dan hiburan umum yang berada di wilayah Kota Pontianak 

ialah 147 (seratus empat puluh tujuh).
1 

Dalam prakteknya terdapat banyak 

 
tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang telah memiliki surat izin 

usahanya yang mana surat izin usaha ini diberikan oleh instansi terkait 

melalui keputusan oleh Kepala Daerah yakni Gubernur dan/atau Walikota. 

Hal ini yang menyebabkan penegakan hukum perizinan di Kota Pontianak 

sudah sepenuhnya optimal, untuk mencegah terjadinya yang tidak 

diinginkan diperlukan adanya penegakan hukum yang baik di beberapa 

tempat usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak dengan cara 
 

 
 

1 
Data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak Per 31 Desember 2016.
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pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha, apabila terdapat tempat 

yang belum memiliki izin usaha maka dari segi hukum sangat jelas ini 

bertentangan dengan peraturan daerah yang berlaku, ditambah apabila 

pemilik usaha tersebut sulit untuk diminta pertanggungjawabannya, 

disamping itu aparat pemerintah setempat juga telah melakukan segala 

cara agar perihal penegakan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum 

dapat berjalan dengan semestinya. 

Kota  Pontianak  merupakan  Kota   yang  banyak  kedatangan  para 

investor baik orang dalam negeri maupun orang asing untuk menanamkan 

modalnya membuka tempat usaha rekreasi dan hiburan umum, dengan 

kejadian seperti ini permasalahan perizinan tempat usaha rekreasi dan 

hiburan umum patut ditelusuri apakah tempat usaha tersebut memiliki izin 

atau tidak sehingga tidak lolos dari pantauan yang dilakukan oleh 

pemerintah setempat, kejadian seperti ini yang dapat menyebabkan 

maraknya tempat rekreasi dan hiburan umum yang tidak memiliki surat 

izin usahanya apabila tidak memiliki izin. 

Penjelasan diatas sekaligus menunjukan bahwa diperlukan adanya 

penelusuran dalam penelitian ini agar tidak ada maraknya tempat usaha 

rekreasi  dan  hiburan  umum  yang  tidak  memiliki  izin  usaha.  Ini  tidak 

pernah diharapkan dan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh masyarakat, 

karena masyarakat setempat juga merasa terganggu dengan aktifitas yang 

dilakukan oleh tempat bersangkutan.
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Apabila Pemerintah Daerah Kota Pontianak mengalami kesulitan 

terhadap para pemilik tempat usaha rekreasi dan hiburan umum yang 

melanggar ketentuan hukum, ada kendala tersendiri yang menyebabkan 

pemerintah sulit melakukan penegakan hukum kepada pemilik usaha 

beberapa  hal  tentang  perizininan  yaitu  pada  keadaan  masyarakat  itu 

sendiri, keadaan ekonomi, keadaan budaya dan sebagainya. Ini merupakan 

fenomena yang biasa terjadi terutama di lingkungan Pemerintahan Kota 

Pontianak, permasalahan perizinan ini merupakan berita yang menarik 

perhatian untuk ditelusuri karena tidak hanya meresahkan para aparat 

pemerintah setempat tetapi juga mengusik masyarakat yang berada di 

wilayah Kota Pontianak. 

Salah satu sektor pelayanan publik yang sering menjadi sorotan adalah 

layanan publik di bidang perizinan. Pelayanan publik diartikan sebagai 

setiap   kegiatan   yang   dilakukan   oleh  pemerintah  terhadap   sejumlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan.
2 

Seiring 

dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang 

pelayanan   publik  di  bidang  perizinan,  memunculkan  pula  berbagai 

tindakan yang dilakukan para pemilik usaha rekreasi atau hiburan umum, 

yang mana para pemilik usaha ini mencoba memanfaatkan kelengahan 

para  aparat  pemerintah  setempat.  Tidak  hanya  itu,  sudah  sewajibnya 

pemerintah juga memberikan peringatan ke setiap tempat usaha rekreasi 

 
ataupun hiburan umum agar para pemilik usaha atau pengelola tempat 

 

 
 
 

2 
Ini Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT. Eresco, Jakarta, 1999, Hlm 5
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yang  bersangkutan mengikuti  aturan  berlaku  yang sudah ditentukan  di 

dalam peraturan daerah (perda) jika ini terus dibiarkan maka kinerja aparat 

pemerintah terus mendapat sorotan dari masyarakat sekitar dikarenakan 

apa yang mereka lakukan saat ini belum bisa membuat masyarakat merasa 

tenang dengan kinerja pemerintah terutama Pemerintah Daerah Kota 

Pontianak. 

Mengenai hal tersebut dapat dirumuskan bahwa setiap para pemilik 

atau pengelola usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak dalam 

mendirikan tempat usahanya dilarang keras untuk mengilegalkan/tidak 

membuat surat izin usahanya, dikarenakan para pemilik usaha yang tidak 

memiliki surat izin usaha ini hanya mementingan diri sendiri tanpa melihat 

dampak apa yang mereka lakukan, tetapi juga harus memperhatikan 

kepentingan secara umum, jika satu orang tidak membuat surat izin 

usahanya baik itu ada kaitannya dengan usaha rekreasi atau hiburan umum 

maka dapat dipastikan banyak warga masyarakat yang juga tidak membuat 

surat izin usahanya akibat kurangnya penegakan hukum yang dilakukan 

oleh  aparat  pemerintah  setempat.  Jika  permasalahan  ini  dapat  diatasi 

dengan baik serta ada bantuan dari masyarakat maka untuk kedepannya 

permasalahan perizinan di Kota Pontianak tidak mengalami kendala yang 

berarti. 

Permasalahan perizinan di Kota Pontianak merupakan topik yang 

menarik untuk dilakukannya suatu penelitian, ini disebabkan karena topik 

ini  bukan  permasalahan  peristiwa  yang  biasa  melainkan  permasalahan
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yang kejadiannya sepatutnya untuk diteliti lebih lanjut. Disamping itu, 

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan 

Usaha  Rekreasi  dan  Hiburan  Umum  merupakan  dasar  untuk 

ditegakkannya secara adil oleh aparat Pemerintah Daerah Kota Pontianak, 

karena peraturan daerah ini tidak hanya sebagai dasar melainkan dapat 

membantu pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya berbagai macam 

pelanggaran terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum yang menjalankan 

kegiatannya bertentangan dengan peraturan daerah yang berlaku atau 

bertentangan terhadap beberapa pasal yang mengatur kejadian yang 

bersangkutan. Di Kota Pontianak terdapat 3 (tiga) instansi pemerintahan 

yang merupakan sebagai Organiasi Perangkat Daerah yang melaksanakan 

penegakan hukum permasalahan perizinan usaha rekreasi dan hiburan 

umum  yang sampai  sekarang masih  dilakukan,  ketiga instansi  tersebut 

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Kantor Perizinan Terpadu 

Satu Pintu (Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu), beserta Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP Kota Pontianak). 

2. Rumusan Masalah 
 

 

1. Bagaimana   upaya   pemerintah   daerah   dalam   penegakan   hukum 

perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 

tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum?
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2. Faktor-faktor apa yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam 

penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota 

Pontianak? 

3. Tujuan Penelitian 
 

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum 

perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 

tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah 

daerah dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan 

umum di Kota Pontianak. 

4. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang   hukum administrasi negara khususnya di 

bidang hukum perizinan. 

b. Sebagai  bahan  informasi  bagi  pihak-pihak  yang  terkait  mengenai 

hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak. 

2. Manfaat Praktis 

 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

secara luas mengenai penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan 

hiburan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 

18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
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b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi warga masyarakat 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut kedepannya dalam penegakan 

hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak. 

B.   METODE PENELITIAN 
 

Dalam melaksanakan penelitian, penelitian ini adalah Penelitian Hukum 

Empiris atau Penelitian Hukum Sosiologis, penelitian ditujukan ke 

identifikasi hukum secara tidak tertulis serta penelitian kepada efektivitas 

hukum. Penelitian Hukum Empiris yakni merupakan untuk mendukung 

perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan 

melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada 

kenyataannya  dibuat  dan  diterapkan  oleh  manusia  yang  hidup  dalam 

masyarakat.
3 

Berdasarkan sumber pengambilan data dan bahan dibedakan 

 
menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder: 

 
1. Data Primer 

 
Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang di dapatkan 

dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung 

di dalam masyarakat.
4  

Data Primer yang digunakan dalam penelitian 

hukum empiris ini adalah data  yang diperoleh secara langsung dari 

responden yakni subjek yang memberikan jawaban secara langsung atas 

pertanyaan  yang  telah  diberikan  berdasarkan  wawancara  yang  ada 

keterkaitannya dengan masalah yang akan diteliti. 
 
 
 
 

3 
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 44 
4 

Ibid, Hlm. 156
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2. Data Sekunder 

 
Data sekunder atau bahan hukum sekunder adalah bahan yang 

memberikan  penjelasan  tentang  bahan-bahan  hukum  primer  yang 

berupa rancangan perundang-undang, hasil penelitian, buku-buku teks, 

jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleat, brosur, dan berita 

internet.
5 

Dan yang lain ada keterkaitannya dengan penelitian ini 

diantaranya: 

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
b. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 

 
Daerah; 

 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

 
Pamong Praja; 

 
d. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2011  tentang 

 
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 

 
e. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang 

 
Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; 

 
f.  Peraturan     Perundang-Undangan     yang     berhubungan     dengan 

penenelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yakni menggunakan wawancara, maksud 

wawancara yakni melakukan tanya jawab secara langsung, yang mana 

dilakukan antar peneliti dengan responden atau narasumber atau dengan 

informan untuk mendapatkan informasi. Karena tanpa wawancara, peneliti 
 

 
 
 

5 
Ibid, Hlm 157
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akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya 

secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan. Lokasi 

Penelitian Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian hukum empiris ini yakni dengan menggunakan metode 

random  sampling  yaitu  dengan  menentukan sampel  secara acak,  artinya 

setiap  sampel  dalam  suatu  populasi  mempunyai  kesempatan  yang  sama 

untuk dipilih menjadi anggota sampel.
6

 

 
Narasumber: 

 
a.  Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Pontianak; 

 
b. Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak; 

 
c.  Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja 

 
Kota Pontianak. 

Responden: 

15 (lima belas) pemilik/pengelola usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota 

 
Pontianak. 

 
Teknik Analisis Data yakni analisis data merupakan kegiatan dalam 

melakukan penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil 

pengelohan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan 

sebelumnya.  Secara sederhana  analisis  data ini  disebut  sebagai  kegiatan 

memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, 

menambah   atau   memberi   komentar,   dan   kemudian   membuat   suatu 

kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan 
 

 
 
 

6 
Ibid, Hlm. 172
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teori yang telah dikuasainya.
7  

Data yang dianalisis merupakan data dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan suatu 

paparan, mendeskripsikan secara rinci serta menyeluruh data-data yang di 

dapat dari proses penelitian. 

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 
1. Upaya  Pemerintah  Daerah  dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap 

Pelanggaran Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 

di Kota Pontianak. 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Zulkifli, sebagai 

Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Pontianak,
8 

beliau memberikan keterangan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kota 

Pontianak  dalam  menangani  masalah  perizinan  usaha  rekreasi  dan 

hiburan umum. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata hanya 

melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha terhadap 

pelaku usaha yang bersangkutan terutama mencakup usaha rekreasi dan 

hiburan umum di Kota Pontianak. 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Zulkifli, sebagai 

Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kota Pontianak,
9 

beliau memberikan keterangan bahwa selanjutnya upaya pemerintah 

dalam permasalahan perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum ialah 

jika  terjadi  kesalahan  prosedur  maka  Dinas  terkait  terutama  Dinas 
 

 
7 Ibid, Hlm. 183 
8 

Wawancara dengan bapak Zulkifli sebagai kepala seksi pengembangan destinasi pariwisata Kota 

Pontianak, hari selasa, tanggal 13 Maret 2018, pukul 12:30 WIB. 
9 

Wawancara dengan bapak Zulkifli sebagai kepala seksi  pengembangan destinasi pariwisata Kota 
Pontianak, hari selasa, tanggal 13 Maret 2018, pukul 12:50 WIB.



12  

 
 

 

Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata memberikan peringatan sebanyak 

 
3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu yang pertama jangka 

waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima 

belas) hari kerja, peringatan kedua jangka waktu antara peringatan kedua 

dan  peringatan  ketiga    selama  15  (lima  belas)  hari  kerja,  peringatan 

ketiga terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga 

peringatan tersebut tidak dipindahkan maka izin usaha dicabut. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  saya  dengan  Ibu  Erni  Maulina 

sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak,
10 

beliau 

memberikan keterangan bahwa upaya pemerintah dalam menegakkan 

perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum ialah badan pelayanan 

perizinan terpadu Kota Pontianak bekerja sama dengan Dinas Teknis 

yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  izin  usaha  rekreasi  dan  hiburan 

umum diantaranya ialah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 

serta Satuan Polisi Pamong Praja. 

Berdasarkan  hasil  wawancara  saya  dengan  Ibu  Erni  Maulina 

sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak,
11 

beliau 

memberikan keterangan bahwa penyelenggaraan izin usaha rekreasi dan 

hiburan umum harus memperhatikan lingkungan sekitar tempat usaha 

tersebut  yakni  membuat  surat  pernyataan  kepada  masyarakat  sekitar 

berupa  berita  acara  jangan  sampai  tempat  usaha  tersebut  membuat 
 
 
 

10  
Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota 

Pontianak, hari kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:00 WIB. 
11  

Wawancara dengan ibu Erni Maulina sebagai kepala bidang pelayanan dan perizinan Kota 
Pontianak, hari kamis, tanggal 15 Maret 2018, pukul 09:10 WIB.



13 
Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol 

PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:10 WIB. 

13 

 

 
 

 

kegaduhan terhadap masyarakat, sebagai contoh jika membangun tempat 

usaha  seperti  Billiard  ataupun  Karaoke  di  suatu  komplek  perumahan 

maka harus terlebih dahulu meminta izin dengan warga sekitar komplek 

dan  izin  mendirikan  bangunan.  untuk  permasalahan  pencabutan  izin 

Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berkoordinasi dengan 

instansi terkait. 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi 

sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota 

Pontianak,
12   

beliau  memberikan  keterangan  bahwa  upaya  Satpol  PP 

dalam penegakkan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di 

Kota Pontianak yakni kami hanya membackup Dinas Kepemudaan, 

Olahraga, dan Pariwisata beserta BP2T atau yang sekarang berubah 

menjadi   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu.   Membackup   dalam   arti 

membantu sepanjang diminta oleh Dinas yang bersangkutan. 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi 

sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota 

Pontianak,
13  

beliau memberikan keterangan bahwa bentuk kerja sama 

dalam hal menangani penegakan usaha rekreasi dan hiburan umum ialah 

surat tugas dari Organisasi Perangkat Daerah baik itu surat tugas dari 

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata ataupun Dinas Pelayanan 
 

 
 
 
 
 

12 
Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol 
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Terpadu Satu Pintu, begitu kami mendapatkan surat tugas kami akan 

melakukan penertiban. 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi 

sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota 

Pontianak,
14   

beliau  memberikan  keterangan  bahwa  dalam  hal 

pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran hukum di Kota Pontianak yaitu diberikan sanksi-sanksi 

administrasi terhadap pelanggaran perizinan usaha rekreasi dan hiburan 

umum berupa pencabutan izin dan diberikan sanksi denda terhadap 

pelaksanaan usaha rekreasi dan hiburan umum yang melakukan suatu 

pelanggaran perizinan. 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi 

sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota 

Pontianak, beliau memberikan keterangan bahwa Satpol PP Kota 

Pontianak hanya bertugas untuk melakukan penegakan hukum, apabila 

melakukan pembinaan, penyuluhan atau memberi teguran kepada 

pemohon dari usaha rekreasi dan hiburan umum itu merupakan tugas dari 

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, serta pencabutan izin 

dilakukan Dinas itu juga dalam bentuk SK Walikota atau SK PTSP. 

2. Faktor-Faktor   menghambat   upaya   Pemerintah   Daerah   dalam 

Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 

di Kota Pontianak.



15 
Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol 

PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:30 WIB. 
16 

Wawancara dengan bapak Ferry Abdi Sebagai kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Satpol 

PP Kota Pontianak, hari jumat, tanggal 16 Maret 2018, pukul 09:40 WIB. 

15 

 

 
 

 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai 

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,
15 

beliau memberikan keterangan bahwa bentuk pertanggungjawaban kami 

sebagai instansi penegakan hukum apabila terdapat izin tempat usaha 

rekreasi dan hiburan umum yang masa berlakunya sudah habis 

(kadaluwarsa) atau tempat usaha bersangkutan mengganggu aktifitas 

masyarakat sekitar maka tempat usaha tersebut harus memiliki Izin 

Mendirikan Bangunan. 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi sebagai 

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Pontianak,
16 

beliau memberikan keterangan bahwa imbas atau dampak telah 

disahkannya Peraturan Dearah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 

tentang  Perizinan  Usaha  Rekreasi  dan  Hiburan  Umum.  Konsekuensi 

yang pertama adalah masyarakat Kota Pontianak terutama kepada pihak 

yang  ingin  mendirikan  usaha rekreasi  dan  hiburan  umum  diwajibkan 

untuk patuh kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan 

daerah. 

Berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat upaya Pemerintah 

Daerah Kota Pontianak dalam penegakan hukum perizinan usaha rekreasi 

dan hiburan umum di Kota Pontianak:
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Wawancara dengan bapak Ferry Abdi sebagai kepala seksi penyedilikan dan penyidikan Satpol 
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1. Faktor Eksternal 
 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi 

sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota 

Pontianak,
17 

beliau memberikan keterangan bahwa, Organisasi Perangkat 

Daerah yang mempunyai kewenangan dan ditugaskan untuk melakukan 

penegakan hukum terhadap bentuk pelanggaran dalam perizinan usaha 

rekreasi dan hiburan umum merupakan syarat  untuk terselenggaranya 

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang 

Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yakni Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mendapat amanat yang ditugaskan 

sebagai instansi  yang menertibkan berbagai macam pelanggaran  yang 

ada di Kota Pontianak terutama masalah penertiban izin usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ferry Abdi 

sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota 

Pontianak,
18  

beliau memberikan keterangan bahwa, untuk melaksanakan 

sistem  penegakan  hukum  di  Kota  Pontianak  berdasarkan  Peraturan 

Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha 

Rekreasi  dan  Hiburan  Umum,  penegakan  hukum  harus  disesuaikan 

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota
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Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan 

 
Hiburan Umum. 

 
Berdasarkan  hasil  wawancara  saya  dengan  Ibu  Erni  Maulina 

sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak,
19 

beliau 

memberikan keterangan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang 

menghambat upaya pemerintah Kota Pontianak untuk diberikannya 

hukuman/sanksi kepada para pemilik usaha yang tidak memiliki surat 

izin usaha rekreasi dan hiburan umum, permasalahan yang sering terjadi 

adalah Dinas Pelayananan Terpadu Satu Pintu sudah memberikan surat 

pemanggilan kepada pemilik usaha yang telah melanggar ketentuan- 

ketentuan  Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak  Nomor  18  Tahun  2002 

tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, disisi lain pemilik 

usaha tidak mengindahkan pemanggilan itu. Terdapat banyak alasan yang 

membuat pemilik usaha tidak memenuhi surat pemanggilan tersebut 

diantaranya,  mereka beralasan  tidak  sedang di  Kota Pontianak,  sibuk 

dengan   pekerjaannya   yang   lain,   ataupun   dengan   sengaja   tidak 

mengetahui adanya surat pemanggilan. 

Kesadaran masyarakat merupakan faktor yang paling menghambat 

Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan penegakan 

hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum, tingkat kesadaran 

akan  hal  tentang  perizinan  usaha  rekreasi  dan  hiburan  umum  dirasa 

masih kurang oleh masyarakat, mereka beranggapan bahwa dengan tidak
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memiliki izin usaha maka bisnis usahnya dapat berjalan dengan lancar 

tanpa ditertibkan oleh pemerintah. 

Faktor yang selanjutnya, yaitu rasa kepedulian masyarakat yang 

kurang terhadap adanya pelanggaran di lingkungan sekitar. Maksudnya 

adalah ketika pemilik usaha mendirikan usahanya yang tidak memilik 

izin usaha seharusnya para tetangga sekitar atau ketua RT menanyakan 

apakah tempat usaha tersebut sudah memiliki surat izin usaha maupun 

izin mendirikan bangunan. 

2.  Faktor Internal 

 
Berdasarkan  hasil  wawancara  saya  dengan  Ibu  Erni  Maulina 

sebagai  Kepala  Bidang  Pelayanan  dan  Perizinan  Kota  Pontianak,
20 

beliau memberikan keterangan bahwa salah satu faktor internal yang 

dapat menghambat pemerintah dalam memberikan sanksi/hukuman 

perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak yakni 

sering  terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  para  staf  atau 

pegawai Kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Pontianak, kesalahan 

tersebut berupa adanya kesalahan prosedural dalam menerbitkan surat 

izin usaha kepada masyarakat. 

Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya sosialisasi tentang dari 

sektor perizinan/produk hukum yang ada di Kota Pontianak, Pemerintah 

Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan program-program yang ia 

rancang seharusnya terlebih dahulu masyarakat mengetahui apa yang
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harus masyarakat lakukan terutama kepada para pemilik usaha rekreasi 

dan  hiburan  umum.  Agar  program-program  ini  dapat  terlaksanakan 

maka pemerintah harus bersosialisasi kepada para pemilik usaha. 

Pemerintah wajib menjelaskan apa  yang menjadi kewajiban pemilik 

usaha. 

Faktor ketiga yang menghambat upaya pemerintah dalam 

melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan 

umum   berupa   memberikan   sanksi   kepada   pemilik   usaha   yaitu 

kurangnya personil aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menjangkau seluruh wilayah di Kota Pontianak, banyaknya bentuk 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha di wilayah 

Kota Pontianak untuk mengimbangi jumlah pelanggaran yang semakin 

hari semakin bertambah diperlukan adanya penambahan personil dari 

Dari Satuan Polisi Pamong Praja. 

Selanjutnya ada faktor internal lain yang juga merupakan 

menghambat upaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak dalam 

melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan 

umum yakni ancaman sanksi kurang berat dan kurang maksimalnya 

penjatuhan hukum yang diputuskan oleh hakim/pihak pengadilan. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
1. Kesimpulan 

 
a.  Upaya  Pemerintah  Daerah  Kota  Pontianak  dalam  melaksanakan 

penegakan  hukum  perizinan  usaha  rekreasi  dan  hiburan  umum
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berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 

 
2002 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Pertama, Dinas 

Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata melakukan pembinaan, 

pengawasan,  dan  pengendalian  usaha  terhadap  pelaku  usaha. 

Kedua, Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya 

penegakannya merupakan sebagai koordinator, memberikan 

percepatan  dari  sisi  izin,  dan  menerbitkan  izin.  Ketiga,  Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakannya diantaranya 

membantu menertibkan tempat usaha jika terjadi adanya 

pelanggaran  atau  melakukan  razia  di  berbagai  tempat  usaha 

rekreasi dan hiburan umum di Kota Pontianak, serta diterapkannya 

sanksi-sanksi yang berlaku kepada para pelanggar hukum. 

b. Faktor-faktor  yang menghambat upaya Pemerintah Daerah  Kota 

Pontianak dalam melaksanakan penegakan hukum perizinan usaha 

rekreasi dan  hiburan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi 

dan Hiburan Umum  yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal diantaranya ancaman sanksi kurang berat, 

kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja, sering 

terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para staf kantor 

perizinan pelayanan terpadu satu pintu, kurangnya penjatuhan 

hukuman oleh hakim/pihak pengadilan. Sedangkan faktor eksternal 

terdiri  dari  pemilik  usaha  rekreasi  dan  hiburan  umum  tidak
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mengindahkan surat pemanggilan yang diberikan dari dinas terkait, 

kurangnya  kesadaran  masyarakat,  kurangnya  kepedulian 

masyarakat terhadap adanya pelanggaran di lingkungan sekitar 

tempat usaha. 

2. Saran 

 
a.  Perlu ditingkatkan kinerja dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan 

Pariwisata, Dinas Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan upaya penegakan 

hukum perizinan usaha rekreasi dan hiburan umum di Kota 

Pontianak. Saat melakukan penertiban dilapangan wajib 

mengutamakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan 

daerah yang berlaku. 

b.   Sebaiknya Dinas  Kepemudaan Olahraga, dan  Pariwisata, Dinas 

Perizinan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  dan  Satuan  Polisi 

Pamong Praja untuk selalu berbenah, sering melakukan evaluasi 

setiap tahunnya, memperkuat koordinasi satu sama lain baik 

dilakukan  di  setiap  dinas  itu  sendiri  atau  melakukan  evaluasi 

secara gabungan agar tidak terjadi lagi kedepannya faktor-faktor 

yang dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam 

melaksanakan  penegakan  hukum  khususnya  perihal  perizinan 

usaha rekreasi dan hiburan umum.
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